
 

 

BUPATI NATUNA 

PROVINSI KEPULAUAN RIAU 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA 

NOMOR 6 TAHUN 2014 
 

TENTANG 
 

SISTEM PENGELOLAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF 
 KABUPATEN NATUNA 

  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI NATUNA, 
 

Menimbang :  a. bahwa dalam rangka mendorong partisipasi 

masyarakat dalam pembangunan, maka perlu 
dilakukan peningkatan peran pemerintah daerah 

dan masyarakat dalam proses perencanaan, 
pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian hasil 
pembangunan; 

 

                     b. bahwa partisipasi masyarakat sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dapat menjamin 
tercapainya tujuan pembangunan daerah sebagai 

bagian dari pembangunan nasional; 
 

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut 
diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang 
Sistem Pengelolaan Pembangunan Partisipatif 

Daerah. 
 

Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Pelalawanan, Kabupaten 
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, kabupaten 
Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, 

Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 

tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 
Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, 

Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, 
kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, 

Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4880);  



     2.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

 

    3.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421); 

 
                     4.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang        

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor  4438); 
 

                 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang  

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia 
Nomor 5234); 

 

                    7.   Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 
tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta 
Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3867); 
 
                    8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran 

Negara Indonesia Nomor 4587); 
 

                      9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 

tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588); 



10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pedoman pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4593); 
 

11. Peraturan presiden Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 
2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 33, tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

 
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir  dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah ( Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 
2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat 
Desa; 

 
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 

2007 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan 
Berbasis Masyarakat; 

 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 
2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa; 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA 
 

dan 

 
BUPATI NATUNA 

 
MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM 
PENGELOLAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF 

KABUPATEN NATUNA 
 
 

 
 
 



  BAB I  
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :  
 

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna. 
 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Dan perangkat daerah sebagai 

sumber penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna. 
 

3. Bupati adalah Bupati Natuna. 
 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Natuna. 

 

5. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan 
pembangunan di Desa dan Kelurahan bersama-sama secara 

musyawarah, mufakat, dan gotong royong yang merupakan cara 
hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya di wilayah 
Indonesia. 

 
6. Sistem Pengelolaan Pembangunan Partisipatif Daerah yang 

selanjutnya disingkat SP3D adalah suatu sistem untuk 

merumuskan strategi pembangunan dan pengelolaan anggaran 
pembangunan bersama-sama masyarakat melalui pelaksanaan 

forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), musyawarah 
perencanaan pembangunan secara berjenjang, mulai dari 
Penggalian Gagasan (PAGAS) tingkat Dusun/Lingkungan, 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan, 
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan dan 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten. 
 
7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya 

disingkat musrenbang adalah forum musyawarah antar pelaku 
dalam rangka menyusun Rencana Pembangunan Nasional dan 
Daerah yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat 

Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, Povinsi sampai tingkat 
Nasional. 

 
8. Musyawarah Khusus Perempuan yang selanjutnya disingkat MKP 

adalah suatu forum musyawarah perencanaan pembangunan 

yang pesertanya adalah perempuan di Desa/ Kelurahan. 
 

9. Penggalian Gagasan yang selanjutnya disingkat PAGAS adalah 
suatu forum pertemuan di tingkat Dusun/Lingkungan untuk 
mengidentifikasi pontensi masalah serta usulan-usulan aspiratif 

dari masyarakat tingkat Dusun/Lingkungan di Desa/ Kelurahan. 
 



10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya 
disebut RPJMD  Desa adalah dokumen perencanaan untuk 

periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan 
pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan 
umum dan program serta mengacu program Satuan Kerja 

Perangkat Daerah, lintas Organisasi Perangkat Daerah dan 
program prioritas kewilayahan disertai dengan dengan rencana 

kerja. 
 
11. Rencana Kerja Pembangunan Desa/Kelurahan yang selanjutnya 

disebut RKP Desa/Kelurahan adalah dokumen perencanaan 
untuk priode 1 (Satu) tahun merupakan penjabaran dari 

RPJMDesa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, 
dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang 
dimutahirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana 

kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang 
dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang 
ditempuh dengan mendorong partisifasi masyarakat dengan 

mengacu kepada rencana kerja pemerintah daerah dan 
RPJMDesa. 

 
12. Petunjuk Teknis Operasional yang selanjutnya disingkat PTO 

adalah penjelasan dan rincian lebih lanjut tentang pelaksanaan 

SP3D. 
 
13. Fasilitator adalah seseorang atau sekelompok orang yang 

memerankan diri baik karena posisi maupun profesionalismenya 
ditugaskan atau diminta atau secara sukarela mendorong, 

mengajak, membina dan membimbing pihak terkait agar 
melibatkan diri secara aktif dalam forum musrenbang dan/atau 
forum sejenis dan/atau kegiatan lainnya. 

 
14. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah 

tim pengelola kegiatan pembangunan di tingkat Desa dan 
Kelurahan yang diangkat dan diberhentikan oleh forum 
musyawarah Desa/Kelurahan. 

 
15. Badan Perencanaan pembangunan Daerah yang selanjutnya 

disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah Kabupaten Natuna. 
 

16. Satuan Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disingkat SKPD adalah seluruh Satuan Kerja Organisasi 
Perangkat daerah Kabupaten Natuna. 

 
17. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang 

selanjutnya disingkat BPMPD adalah Badan Pemberdayaan 
Masyarakat dan Pemerintahan Desa kabupaten Natuna. 

 

18. Fasilitasi adalah upaya mengkoordinasikan dan melakukan 
pendampingan pelaksanaan SP3D. 

 


